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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah didasarkan pada isi kebijakan  

dan konteks kebijakan, dalam pengelolan badan usaha milik desa belum 

sepenuhnya dilakukan sesuai dengan isi kebijakan sehingga bentuk 

pengelolan dari pendamping desa belum optimal. Permasalahan yang 

terjadi dalam implementasi kebijakan pendamping  desa adalah kurangnya 

pegawai pendamping  desa yang menjadi pendampingan dalam tiga desa 

yaitu desa kalikur, desa bareng, dan desa leuwohung,  hanya satu  pegawai 

yang mendampingi tiga desa merupakan tugas yang paling berat bagi 

pegawai pendamping  desa kususnya dalam pengelolan bumdes, selain itu 

juga tugas pendamping desa bukan hanya melaksanakan pengelolan 

bumdes tapi mendampingi dalam program pembinan, pemberdayan dan 

pembangunan selain itu juga pendamping desa melakukan fasilitas 

pengelolan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa dan 

pemberdayan masyarakat, dan melakukan fasilitasi, evaluasi pelaksanaan 

pembangunan desa, uraian dari tugas pendamping desa diatas maka 

peneliti menyimpukan bahwa  dengan banyaknya tugas diatas maka tidak 

cukup hanya untuk didampingi oleh satu pegawai pendamping desa 

apalagi mendampingi tiga desa dengan jarak yang lumayan jauh sangat 

sulit untuk impelementasi kebijakan oleh pendamping desa. Selain itu juga 

masih kurangnya sarana prasara dalam pegawai pendamping desa dan 
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badan usaha milik desa karena faktor pendukung selain sumberdaya 

manusia dalam menjalankan kebijakan  harus ada dukungan dari sarana 

prasara dan perlengkapan materi dalam proses pelaksanan kebijakan yang 

berupa kantor pegawai, transportasi pegawi, perlengkapan kantor seperti 

computer kusris, meja dan peralatan penunjang lainya. Selain kurangnya 

sarana prasara terjadi juga kurangnya sumberdaya manusia kususnya 

dalam pegawai Badan usaha milik desa, dalam pegawai Badan usaha milik 

desa kebanyakan pegawai yang merangkap jabatan dari sebagian besar 

pegawai sebagai guru sehingga fokus kerja  bukan ke Badan usaha milik 

desa tapi kesekolah, sehingga proses pelaksanan  bumdes juga tidak bisa 

berjalan, selain kurangnya sumber daya manusia kurangnya  juga 

pengalaman dan pengetahuan dalam proses pelaksanan Badan usaha milik 

desa maka butuh bimbingan dari pendamping desa dalam proses 

sosialisasi agar bisa membuka wawasan dan pengetahuan pegawi bumdes 

sehingga mereka bisa mengemangkan badan usaha milik desa agar lebih 

optimal lagi. Maka sangat pentingny pegawai pendamping  desa mengkur 

kompetensi dari pegawai Badan usaha milik desa, sesuai dalam Permendes 

PDTT No 4 tahun 2015 tentang Pendiri, Pengurus dan Pengelolan dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, itu merupakan dasar dalam 

melaksakan kebijakan oleh pendamping desa dalam proses pengelolan 

bumdes, pegawai pendamping desa juga harus mengerti dan lebih 

memahami tentang isi kebijakan dari permendes PDTT diatas supaya 

sebagai dasar dari pendamping  desa dalam pelaksanaan kebiajakn sesuai 
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dengan isi kebiajakan, sehingga permasalahan yang terjadi dan terdapat 

dilangan akan dievaluasi sesuai dengan konteks kebijakan. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam  implementasi kebijakan 

Pendamping Desa dalam pengelolan Badan Usaha Milik desa. 

a. Faktor pendukung 

1. Aset lokal ( sumber daya alam ) desa yang sangat banyak yang 

belum bisa dikelolah oleh. 

2. Kemampuan pendamping lokal desa  yang memahami tentang isis 

kebijakan. 

3. Situasi lingkungan desa yang sangat rata  sehingga mendukung 

dalam menjalakan melaksanakan pengelolan BUMDES. 

4. Sudah ada lahan yang disiapkan untuk pembangunan kantor 

BUMDES. 

5. Infrastruktur desa yang sangat mendukung seperti jalan desa sangat 

bagus. 

b. Faktor penghambat. 

1. Kurangnya pegawai pendamping lokal desa, yang dimana satu 

pegwai mendampingi tiga desa dengan banyak program yang harus 

dia kerjakan dalam tiga desa tersebut. 

2. Kurangnya waktu kerja pendamping lokal desa untuk melakukan 

pendampingn dalam pengelolan BUMDES, karena waktunya 

dibagi dalam tiga Desa. 
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3. Kurangnya sosialisai dalam pelaksanan BUMDES oleh 

pendamping lokal desa. 

4. Kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolan BUMDES  ( 

Pegawai Bumdes ). 

5. Pegawai BUMDES yang merangkap jabatan sebagai guru sehingga 

waktu dalam pelaksanan bumdes terbagi. 

6. Kurangnya sarana prasara untuk BUMDES, seperti kantor bumdes, 

kursi, meja, transportasi. 

 

3. Upaya yang dilakukan pihak pendmping lokal desa dalam kebiajkan 

pengelolan BUMDES. 

Mengomtimal sumberdaya manusia kususnya pegawai pendamping  desa 

dan SDM BUMDES, agar dapat mengelolah aset desa, melalui badan 

usaha milik desa, dengan harapan agar dapat mengembangkan sistem 

perekonimian desa bareng, kecamatan Buaysuri, Kabupaten Lembata. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian, dan kesimpulan 

yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut: 
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5.2.1 Saran Akademisi 

a. Dalam menjalankan Implementasi kebijakan Pendamping  Desa dalam 

pengelolan Badan Usaha milik Desa, ada beberapapa faktor yang 

didapatkan dalam implementasi kebijakan. Peneliti dalam 

implementasi kebijakan pendamping  desa dalam pengelolan Badan 

Usaha Milik desa merupakan fariabel penting dalam program 

pememirintah merupakan bentuk program yang dapat mengelola aset 

lokal desa melalu Badan Usaha Milik desa dengan harapan agar bisa 

dapat menciptakan kesejahteran dan kemakmuran masyarakat desa. 

b. Penelitian Lanjutan dengan Variabel yang sama dengan menambahkan 

Variabel lain serta pendekatan lainya selain implementasi seperti 

pengendalian, dapat diperoleh secara langsung hasil bermanfaat bagi 

pengembangan disiplin ilmu pemerintahan kususnya pada kajian 

manejemen pemerintahan. 

5.2.2 Saran Praktis 

a. Padasaat penetapan pegawai pendamping lokal desa pihak pemerintahan 

kususnya kementrian harus tau dulu luas wilaya daerah dari masing-masing 

desa dan perkembangan desa didaerah tertinggal, karena sangat sulit untuk 

melaksanakan kebijakan dalam tiga desa, dengan tugas dan fungsi yang 

lumayan banyak. Selain itu juga pegawai pendamping lokal desa harus lebih 

teliti lagi dalam memilih pegawai bumdes sesuai dengan syarat-syarat dalam 

permendes No 4 tahun 2015 tentang Badan Uaaha Mlik Desa, karena pegawai 
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bumdes didesa bareng banyak yang merangkap jabatan sehingga kinerjanya 

lebih fokus ke salasatu, sehingga menyebabkan hambatan dalam pengelolan 

Bumdes.  

b. Pegawai pendamping lokal desa harus lebih aktif lagi dalam melakukan 

sosialisai bersama pegawai BUMDES agar pegawai memahami tugas dan 

fungsinya dalam pelaksnan BUMDES dan  memahami lagi tentang isi 

kebijakan dalam pelaksanan BUMDES, lebih professional lagi agar 

meningkatkan kedisiplinana pegawai dalam pelaksanan BUMDES 

pendamping lokal desa harus banyak melakukan pendampingan dalam proses 

pelaksanan, agar kinerja pegawai BUMDES bisa dikontrol dan dibimbing agar 

lebih mengarah lagi dalam proses pelaksanan kebiajakn. 

c. Pegawai pendamping lokal desa harus mengetahui faktor pendukung 

sumberdaya manusia ( pegawai Bumdes ) untuk melaksanakan BUMDES, 

karena masih banyak kekurangan kebutuhan sarana prasara pendamping Lokal 

desa yang tidak mempunyai kantor dalam desa, begtu juga tidak punya 

transpotasi dinas selain itu juga belum bentuk kantor bumdes, kursi, meja, 

computer, dan sarana dan prasara lainya, karena selain kemampuan 

sumberdaya manusia yang cerdas selain itu juga butuh fasilitas sara dan 

prasara untuk mendukung dalam proses pelaksanan kebijakan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan. 

 Bagaimana  pemahaman  bapak /ibu  tentang implementasi kebijakan 

tentang pendamping desa dalam pelaksanaan BUMDES ?   

 Apakah  implementasi kebijakan  pendamping desa dalam pelaksanan 

bumdes tepat sasaran kebijakan ? 

 Bagaiman penilayan bapak/ibu terhadap kemampuan pendamping desa 

dalam pelaksanan Bumdes ? 

2.  Sumber  Daya Manusia. 

 Berapa jumlah sumber Daya dalam pengelolaan Pendamping Lokal Desa? 

 Sejauh mana tanggapan bapak/ibu terhadap kemampuan  yang dimiliki 

oleh pendamping lokal desa dalam pelaksanan   BUMDES ? 

 Berapa biaya yang digunakan dalam menjalan BUMDES ? 

 Sarana dan prasara apa sajah yang mendukung pendamping lokal Desa 

dalam pelaksanan BUMDES ? 

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

 Bagaiman pandangan bapak/ibu terhadap kedisiplinan Pendamping lokal 

desa  dalam melaksanakan Kebijakan ( BUMDes) ? 
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 Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap sifat terbuka atau tertutup 

dalam pelaksanan kebijakan pendamping lokal desa dalam pelaksanan 

BUMDES ? 

 Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kondisi wilaya dalam  yang 

ditempuh oleh Pendamping Lokal Desa Dalam pelaksanan BUMDES ? 

4. Sikap Para pelaksana 

 Apa pandangan bapak /ibu terhadap pendamping lokal Desa tentang 

pemahaman tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Bumdes ? 

 Apa pandangn bapak/ibu terhadap kemampuan Pendamping lokal desa 

dalam melaksanakan Bumdes ? 

 Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pendamping lokal desa tentang 

komitmen menjalan kebijakan  dalam Pengelolan BUMDes ? 

 Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pendamping lokal desa tentang 

konsisten  menjalan kebijakan dalam pengelolan BUMDes ? 

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 

 Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kemampuan pendamping lokal 

desa menyampaian informasih kebijakan dalam pengelolaan BUMDes ? 

 Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pendamping lokal Desa tentang 

keseragaman dalam menyampaikan Informasih dalam Pengelolan 

BUMDes? 
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 Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kemampuan komunikasi antar 

pihak yang dilakukan oleh pendamping lokal Desa dalam pengelolan 

BUMDes? 

 

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. 

 Bagaimana cara penyesuain Situasi dan kondisi dalam melaksanakan suati 

kebiajakan oleh pendamping lokal desa  ? 

 Adakah peran masyarakat dalam pelaksanaan  kebijakan BUMDES ? 

 Apakah masyarakat turut serta dalam melaksanakan kebijakan tentang 

pendamping  lokal desa dalam pengelolan BUMDES ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


